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- BUPATI KARANGANYAR

- pada huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu menetapkan‘ o

1.

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR B
| NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR -

Memmbang a bahwa sektor panwxsata merupakan penggerak pcrekonorman‘ . |
_ masyarakat sebaga1 salah satu sektor unggulan yang\'{' o

dxharapkan dapat beljalan secara berkelan]utan

bahwa ‘, untuk ‘ mewujudkan pembangunan panwxsata e
" berkelan_;utan rnaka dlperlukan upaya dlversxﬁkam objek )
: vwsata yang beronentasx pada pemngkatan kese;ahteraan" o

masyarakat pelestanan seni budaya dan ramah hngkungan

bahwa dalam pengembangan parnmsata kerakyatan perlu
dlbentuk kawasan wisata pedesaan yang dapat menjadl proyek S

percontohan bag1 kawasan lamnya

bahwa berdasarkan pertxmbangan sebagalmana dlmaksud- g

o Peraturan Bupat1 tentang Pedoman Penetapan Desa Wlsata

Undang—Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukanj ,
Daerah- daerah Kabupaten Dalam Llngkungan Provms1 Jawa C

Tengah S . .
Undang—Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataa.ni o

Ruang (Lembara.n Negara Repubhk Indonesw. Tahun 2007 .

| Nomor 68 'I‘ambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesxa -

" Nomor 4723); -

Undang—Undarig Nomor  .,_10 ’I‘ahun 2009 tentang

' Kepammsataan (Lembaran Negara Repubhk Indone31a Tahun

e



 ”?- ;’:,_2019 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Repubhk"iv_"_ff'”
 Indonesia Tahun 2009 Nomor 4966), | | I

‘,4‘, 'Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlmdungan N g .

’ dan , Pengelolaan Llngkungan Hldup (Lembaran Negara ‘:'.} ?. 

Lembaran Negara Repubhk Indonesza Nomor 5059), o

s o , R Repubhk Indone31a Tahun 2009 Nomor 140 ’I‘ambahan "

5.'» Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemenntahan'{f- ‘:1 i

_ B Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indone31a ’I‘ahun 2014}_ |
= Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indouesm .

'.Nomor 5578) SCbagaJmana ‘telah dlubah dengan'
o .UndangUndang Nomor 9 'I‘ahun 2015 tentang Perub ahan'ﬂ
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang R
L Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesm\ -

- Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk :

o Indone51a Nomor 5679], EE

ot 6 »Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahunf‘ R

2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepanmsataan:

' Kabupaten Karanganyar Tahun 20 16 Nomor 6), B

o ) _»Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Karanganyar Nomorv _' L

MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DESA , ‘: v

 BABI .
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 . »
Dalam peraturan Bupau ini yang dnnaksud dengan o
Daerah adalah Kabupaten Karanganyar R
2 Bupatl adalah Bupatx Karanganyar ET .

,«,,- o : Kabupaten Karanganyar Tahun 2016—2026 (Lembaran Daerah |

| ,‘:7..'Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahunv S
»2016 tentang Penyelenggaraan KepaﬂWlsataan (Lembaran
S ‘{,Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 8,



e

. Pemerintah - Daefah adalah  Bupati = sebagai uhsur

penyelenggara Pemerintahan . Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemenntahan yang menjadx kewenangan
daerah otonom., ‘ ‘

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

‘batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
~ mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
‘setempat berdasarkan pfakarsa masyarakaf hak asal - usul
- dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
. f» Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi,
~akomodasi dan fasilitas pendukung dalam Wilayah

‘pelestaraian alamhngkungan ekosistim serta simpul budaya

tradisional masyarakat dengan tidak menghambat

‘perkembangan Warganyé untuk ménihgkatkan kescjahtcfaan ,
~ hidupnya melalui usaha kepariwisataan. | | -
. - Dinas adalah Perangkat Daerah yang mermhkx tugas dan

- fungsi di bidang kepariwisataan.

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dllakukan oleh

- seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjunglv

tempat tertentu ‘untuk tujuan rekreasi, pengembangan

pnbad1 atau ‘mempelajari keumkan daya tarik wisata yang
- dikunjungi dalam jangka waktu sementara. '

. Daya Tank Wisata adalah segala sesuatu yang merml1k1

 keunikan, kemdahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman

10.

kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang
“menjadi sasaran atau tujuan kunjungan vnsatawan

. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyed1akan barang

dan atau Jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan

penyclenggaraan pariwisata. : v
Pengelola Desa Wisata adalah kclompok‘ masyarakat atau
lembaga masyarakat setempat atau Pernermtah Desa atau

pihak ketxga yang mengelola Desa Wxsata




[

o e

BAB II
- TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pengembangan Desa Wlsata mehputl

a.

berkembangnya kualitas lingkungan masyarakat Desa serta

) potens1 kebudayaan dan Wlsata yang terdapat di Desa
g Wlsata, ’

memberdayakan ‘r'nasyarakat” setempat agar bertanggung

jawab terhadap‘pcrcncanaan dan pe,ngelolaan’lingkungannya; '

. terpelihara dan terbinanya secara terus-menerus tata

kehidupan, seni budaya masyarakat; dan

‘memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan Daya

Tarik Wisata.

Pasa13

Sasaran penetapan Desa Wxsatarnehpuu

.a.

memngkatkan kesadaran masyarakat akan pentlngnya

'~ penataan I1ngkungar1 sebagai usaha mempertahankan

keberadaan potenSi kebudayaan dan potensi Wisata yang ada;

dan

.mencxptakan peluang-peluang usaha kepada masyarakat
- didalam kawasan Desa Wisata dan sekitarnya sebagal pelaku,

. pekerja sekahgus permhk Usaha Par1w1sata

. BABI
PENETAPAN DESA WISATA

Pasal4 S

Dalam rangka pengembangan Par1w1sata Daerah, Pernermtah

Daerah dapat menetapkan Desa menjadl Desa Wisata.

-



, Pasal 5 ,
'(1) Penetapan Desa Wisata sebagalmana dimaksud dalam Pasal
4 dilakukan atas inisiatif :
a. kelompok masyarakat dan/étau tokoh masyarakat atau
pemerintah Desa atau lembaga masyarakat Desa
- dan/atau Pemerintah D‘aerah;}dan
b. Pemerintah Daerah. _ ,
(2) Penetapan Desa Wisata atas inisiatif kelompok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengirimkan
usulan penetapan Desa Wisata kepada Bupati melalui kepala
Dinas. ' ’ '

(3)Usulan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada
~ ayat (2) memuat data profil dan potensi wisata dan budaya
~yang ada.

(4) Dalam rangka penetapan Desa Wisata sebagéimana

dimaksud pada ayat (1) kepala Dinas melakukan:
- a. sosialisasi kepadé masyarakat terkait rencana penetapan
Desa Wisata; | o
b inventarisasi dan penggalian Daya Tarik Wisata yang bisa
dikembangkan; dan ' '
c. pemlala.n kelayakan sebagal Desa Wisata.
(5) Penilaian sebagalmana dlmaksud pada ayat (4) huruf c
meliputi pertxmbangan '
~ a. atraksi Wisata yang palmg menarxk dan atraktif di Desa;
b ’kondxsx geograﬁs Desa menyangkut permasalahan jumlah
- rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah
desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan
pada suatu Desa; | |
c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang mcrupakan
aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
,d.' ketersediaan infrastruktur | meliputi  fasilitas  dan
pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih,
drainase, telepon dan sebagamya, dan

 e. rencana pembangunan Daerah.

-



~ Pasal6
Dalam hal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinilai

layak, Bupati menetapkan Desa dimaksud menjadi Desa Wisata.

BAB v
PENGEMBANGAN DESA WISATA :

Pasal 7
Jenis pengembangan Desa Wisata mehpun:
" a. industri Desa Wisata; ’ .
b objek Desa Wisata;
c. pemasaran Desa Wiséta; dan | |

d. kelembagaan Desa Wisata.

Pasal 8 ‘ .
Pengembangan industri Desa Wlsata sebagalmana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf a, antara lain meliputi:
é. ‘pembangunan infrast'ruktur‘s'érana sentra industri Desa; dan
b. pengembangan industri pax'iwisata dan industri rumah tangga

Desa.

Pasal 9
Pengembangan objek Desa Wlsata sebagalmana dimaksud dalam .
Pasal 7 huruf b, antara lain meliputi:
- a. pemberdayaan masyarakat
pengembangan Daya Tarik Wlsata
pembangunan prasarana penunjang Daya Tank Wisata;

. penyediaan fasilitas umum; ‘dan

o a0 T

pembangunan fasilitas Desa Wisata secara terpadu dan

s

berkesinambungan.



v Pasal 10 ‘ v
Pengembangan pemasaran Desa Wxsata sebagalmana dlmaksud
dalam Pasal 7 huruf c antara lain meliputi pemasaran Desa
Wisata bersama, terpadu “dan berkesmambungan dengan
mehbatkan seluruh pemangku kepentmgan

-  Pasal11
Pengembangan ~ kelembagaan Desa Wisata sebagaimana
d1maksud dalam Pasal 7 huruf d antara lain mehputl |
a. pembentukan Pengelola Desa Wlsata ‘sebagai pihak yang
bertanggung jawab mengelola Desa Wisata; dan

b, optlmal_lsa31 peran Dinas dalam pe_ngembangan pariwisata.

_ BAB \
* PENGELOLA DESA WISA’I‘A

| Paéal 12

(1) Untuk kepen"tingan ' peng’_clblaan » Desa Wisata ditetapkan
pengelola Desa Wisata. ) B ,

(2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (l)merupakan'
‘kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat
atau Pemenntah Desa atau plhak ketlga .

(3) Dalam hal ‘Desa Wisata dlanggap bernilai strategxs bagi
kepentlngan Daerah maka pengelola Desa Wisata dapat -
" dilakukan oleh Pemermtah Daerah..

(4] Susunan pengelola Desa W1sata sebagaunana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) dxsesualkan dengan kebutuhan yang
dlperlukan v

(5) Pengelola Desa Wisata sebagalmana dlmaksud pada ayat 4)

dltetapkan oleh Bupatl

) - Pasal 13 . ‘ ,
(1) Pengelola Desa ‘Wisata sebagalmana dtmaksud dalam Pasal :

12 bertugas:



"~ a. mengatur dan ‘mengelola’ Desa F‘W'isata yang meliputi
pengaturan dalam hal keglatan atraksi, pendaftaran
Usaha Par1w1sata sarana dan prasana, fasilitas dan
keamanan | dan tugas-tugas launnya terka1t dengan
pengelolaan Desa Wlsata, dan

b membina Usaha Panw1sata yang ada.
(2] Dalam menjalankan tugas sebagannana dlmaksud pada ayat

. (1), Pengelola Desa Wisata berkoordinasi dengan Dinas.

BAB VI »
USAHA PARIWISATA PADA DESA WISATA
- Bagian Kesatu

Umum

Pasall4 |

(1) Dalam rangka penyedxaan barang dan/ atau jasa bagi
pemcnuhan ‘kebutuhan w1satawan dan penyelenggaraan
pariwisata pengembangan Desa ‘Wisata didukung dengan
Usaha Pariwisata yang baik._ | , |

(2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
melipﬁfi bidang usaha kepariwiéataan sebagaimana diatur
dalam Peraturan -Daerah tentang  Penyelenggaraan

Kepariwisataan.

N Bagian Kedua

Pembatasan Usaha Pariwisata
| . " Pasal 15 |
(1) Guna - memberikan: perlindungan ~bagi pengelolaan Desa
Wisata, Pemerintah Daeréh daipat' membatasi Usaha‘
- Pariwisata yang ada. | ' . ) S
(2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 meliputi: | | |
a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap
| bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa
Wisata dan/atau jenis vusah-a‘yangv tidak sesuai dengan

s

konsep Desa Wisata yang ditetapkan; dan



b pembata-éan skala Usaha ‘Pafiwisétjajlz dalain rangka
memberxkan perhndungan bagl pengusaha panw1sata
skala mlkro kecil, menengah ' o

(3) Pembatasan usaha sebagalmana dxmaksud pada ayat (2),

o dltetapkan qleh Bupa_tl atas usul pen_gelola Desa Wisata.

| BagenKetiga
- 'Pcndaftarari USaha PériWiSétd o

Pasal 16
(1) Setxap Usaha Wisata di Desa Wlsata wa_ub mendaftarkan
usahanya pada Pemermtah Daerah
(2) Pendaftaran Usaha Pammsata sebagalmana dlmaksud pada
’ ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang—undangan

B Baglan Keempat R
Jems Usaha Unggulan Parmnsata Desa Wlsata

. Pasal 17
(1) Jenis usaha unggulan Desa Wlsata terdm dan
a. usaha makan dan mmuman, ’
b. usaha penyediaan akomoda31,
c. pementasan atau atraksi seni budaya, atau
- d. usaha kerajlnan tangan o
(2) Usaha Parlw1sata selam usaha unggulan sebagaxmana
dlmaksud pada ayat (1) dlperbolehkan selama tidak dalam

- pembat_asan sebagaimana d;maksud dalam Pasal 15.

NS Pasal 18
Usaha makanan dan minuman sebagaxmana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (1) huruf a mencmkan khas makanan dan
minuman yang proses pembuatan dan penyajlannya disesuaikan

(‘”.

dengan tradisi masyarakat setempat.



Pasal 19
(1) Usaha penyediaan akomodasi sebaga.lmana dlmaksud dalam
Pasal 17 ayat (1) huruf b merupakan usaha yang
menyedlakan pelayanan penginapan yang sesuai dengan'
konsep Desa Wisata yang ditetapkan. v
(2) Usaha penyedlaan akomodasi sebagaimana dunaksud pada
ayat (1) meliputi Usaha Pondok Wisata, homestay dan
sejenisnya yang sifatnya sedefhana ‘dan menyatu dengan
- kawasan. | . |
(3) Pengusaha penyedlaan akomodasi sebagannana dlrnaksud
- pada ayat (2) harus menyedlakan brosur yang - bensxkan
informasi kcpanmsataan dl Daerah

Pasal 20 v ‘

(1) Usaha Pcmentasan atau atraksi seni budaya sebaga:mana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c menampllkan
budaya lokal yang sesuai dengan tema dan konsep Desa
Wisata. '

(2) Pementasan atau atraksi seni budaya selain budaya lokal
sebagalma.na ‘dimaksud pada. ayat (1) dilakukan setelah
mendapatkan persetujuan oleh Pengelola Desa Wisata.

Pasal 21 |

(1) Usaha kerajinan tangan masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, terdm dari:
a, suvenir;

b. pakaian; -
¢ alat musik}
d. ukiran;

(2) Dalam rangka membenkan perlmdungan hukum bag1 usaha
kerajinan tangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
‘ayat (1), Pemerintah Daerah memfasi]itasi pendaftaran Hak
Kekayaan Intelektual atas produk yang dihaSilkan._; =

a



| BAB VII _
PERAN SERTA MASYARAKAT' .

Pasal 22

(1) Masyarakat diberi kesempatan scluas‘luasnya untuk 1kut

serta dalam proses pembangunan Desa Wlsata

(2) Peran serta masyarakat sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

berupa pemberian - saran, pertimbangan, pendapat,
tariggapan,» ‘masukan terhadap pengemb‘angan; informasi
potensx dan masalah serta rencana pengembangan Desa
Wlsata

“(3) Saran, pertlmbangan, 'pendapat tanggapan masukan

sebagalmana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara |

tertulis kepada Pengelola Desa Wisata dan/ atau Dinas.

| Pasal23

Selain peran serta scbagaimana dimaksud dalam Pasal 22,

masyarakat juga dapat berperan antara lain:

a. menjaga dan melestarikan Daya Tarik Wisata;

b. membantu terciptanya Sapta Pesona Wisata (Aman, Tertib,
'Bersih' Sejuk, Indah, Ramah, Kenahgan) dan menjaga
kelestarian lmgkungan Desa Wisata; | |

c. berperilaku santun sesuai norma agama, adat 1stzadat
budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat
setempat; dan | |

d. peran serta lainnya.

~ BAB VIIL

PEMBIAYAAN

| - Pasal 24 |
(1) Pembiayaan Desa Wisata terdiri dari:

a. biaya operasional;

b. pembangunan sarana dan prasarana wisata dan fasilitas

wisata; dan




’é pcmbiayaan lainriya Yahg ‘ bertujuan untuk pencapaian ‘ -,

pembangunan dan pengembangan Desa Wisata.

(2) Sumber pemblayaan yang dlmaksud pada ‘ayat (1) dapat

berasal dari:

a. Pemermtahan Daerah

b. Pemerintahan Desa, atau

~ c. Sumbangan pihak ketiga yang tldak menglkat

(3) Sumbangan pihak ketiga yang t1dak menglkat sebagalmana

~ dimaksud pada ayat 2) huruf c, dllaporkan kepada Bupati

melalui Kepala Dmas

BABIX

~ PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25 -

(1) Dalam réngka pembihaan terhadap" pengelolaan Desa Wisata

d11akukan monitoring dan cvalua31

(@) Monltonng dan evaluasi sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh D1nas secara berkala dan dllaporkan kepada™

Bupati.

i ‘(3) Pembinaan tcrhadap penyelenggaraan usaha Wisata dan Daya
Tank Wlsata dxlakukan oleh pengelola Desa Wisata dan

' Dinas.

| (4) Pembmaan sebagaxmana dlmaksud pada ayat (3) mehputl

a.
b.

C.

pernberlan tanda daftar usaha;

mutu produk Wlsata pedesaan;

pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja

~ pariwisata;

pembinaaan teknis pemasaran/promosi;

e. sosialisasi terhad_ap peraturan perundangan; dan

L7




* f. pemberian pénghargéan bagi péngeldléaii Déya Tarik
Wisata yang berprestasi. |

| BABX _
KETENTUAN PENUTUP

A Pasal 26
Peraturan Bupatl ini mulai berlaku pada tanggal dlundangka.n
Agar  setiap orang mengetahumya, memenntahkan
pengundangan Peraturan Bupat1 ini dengan pcnempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar. "

Ditetapkan di Karanganyar
pada Tanggal 16 Januari 2018
BUPATI KARANGANYAR,

- sutdvaduono

. -

Diuﬁdangkan di Karanganyar
pada Tanggal 16 Januari 2018
TRAH KABUPATEN KARANGANYAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 13
- Telah dikoordinasikan ‘

No. - Pejabat - Paraf

1 Asisten Pembangunan

2. | Kepala Dinas Pariwisata, | [ /
| Pemuda dan Olahraga




